
BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki lebih unggul dibanding perempuan telah menjadi akar dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hampir setiap hari perempuan harus berhadapan dengan pandangan yang misoginis, tindakan yang diskriminatif, pengalaman kekerasan, ketertindasan dan berbagai ketidakadilan atas dasar perbedaan laki-laki dan perempuan, berakibat pada hilangnya martabat kemanusiaan dari perempuan. Perjuangan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan membutuhkan waktu yang panjang, yakni sejak munculnya gerakan perempuan pada tahun 1800an, sebagai reaksi atas situasi mayoritas perempuan yang masih buta huruf, miskin, dan tidak memiliki keahlian. Hal ini dikarenakan budaya yang memusuhi perempuan mengakar hampir disetiap budaya, dan setiap jaman. 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang sangat penting dan ini terjadi sebagai akibat ideologi kultural dan tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang terkesan mendiskreditkan perempuan dan menempatkan perempuan  pada posisi ke dua sebagai upaya melegalkan dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan.

Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik dam relasi personal selalu menempati urutan tertinggi. Dari catatan tersebut, kekerasan terhadap perempuan rata-rata mencapai 85% dari seluruh kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan antara lain : kekerasan fisik, kekerasan spikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat angka kekerasan yang terjadi pada perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka sangat tinggi terjadi antara tahun 2011-2012 yang mencapai hingga 35%. Di tahun 2015 jumlah kasus kekerasan kembali meningkat sebesar 9% dari tahun 2014. Tahun 2016 sampai bulan Maret 2016, bentuk kekerasan yang ditemukan ialah pemerkosaan sebanyak 1.657 kasus, pencabulan sebanyak 1.064 kasus, pelecehan seksual dengan 268 kasus, kekerasan seksual lain sebesar 140 kasus, melarikan anak.

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menyebutkan sudah ada 103 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi selama Januari hingga 8 Februari 2016, atau dalam tempo 38 hari, di seluruh Indonesia. Rata-rata kekerasan yang dialami PRT adalah kekerasan secara ekonomi. 

Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks dan merupakan fakta di depan mata. Kompleks masalah penegakan hukum (law enforcement) sudah  diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, melainkan juga oleh sebagian besar masyarakat, bahkan banyak yang mengatakan buruknya penegakan hukum  di Indonesia sampai pada titik yang tertinggi.

.Kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan tidak banyak yang dilaporkan dan diproses secara hukum karena banyak faktor, salah satu faktor yaitu dari hukum pidana. Proses peradilan yang panjang ternyata hanya menitikberatkan pada pelaku kejahatan sedangkan korban berada dalam posisi tidak menguntungkan. 

Salah satu aparat negara yang ditunjuk sebagai aparatur penegakan hukum adalah Kepolisian. Ketenttuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan tugas polisi di atas, diketahui bahwa tugas polisi menyangkut hal yang luas, akan tetapi pada umumnya menyangkut tugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indinesia.
Ada beberapa bentuk penanganan oleh polisi, yaitu pertama, pada semua proses peradilan ada gabungan dari penanganan informal dan formal. Proses       ini adalah diskresi, di mana Polisi dapat menggunakan kebijakannya sendiri.      Hal ini termasuk hanya memberikan peringatan atau teguran keras kepada pelaku. Semua itu dilakukan walau tanpa dilengkapi petunjuk kerja oleh undang-undang. Hanya undang-undang dan polisi mempunyai prosedur yang dapat diartikan untuk memberi peringatan yang tepat, mereka cukup memerintahkan pelaku pergi dan tidak mengulanginya lagi. Kedua, beberapa bentuk penanganan oleh polisi baik formal maupun informal diteruskan sebagai diversi keluar dari sistim peradilan pidana. Aturan peradilan dapat merujuk pelaku kembali kepada penanganan oleh polisi kembali. Pengadilan dapat menginstrusikan bahwa peringatan formal dicatat sebagai keputusan namun tidak perlu diberikan tindakan lebih lanjut. 

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana. Dalam Hukum Acara Pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP anggota Kepolisian bertindak pula sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan, maka institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana dari penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan untuk kepentingan pemeriksaan.

Demikian halnya dengan kasus-kasus kekerasan rumah tangga terutama pada kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan. Perlakuan tindak kekerasan terjadi ketika perempuan dalam rumah tangga dianggap melakukan kesalahan, suami atau majikan atau laki-laki ytang berkuasa di rumah menganggap perlakuan tersebut  tidak melanggar  hukum karena dianggap sebagai perbuatan untuk membuat perempuan dalam rumah tangga jera dan tidak mengalami kesalahanya lagi. Kelemahan posisi perempuan dalam rumah tangga membuat tindak pidana kekerasan tersebut tidak tersentuh ranah hukum, yang berakibat posisi perempuan dalam rumah tangga menjadi pihak yang dirugikan dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Polres Demak”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas  maka permasalahan dalam penelitian ini adalah  : 

1. Bagaimana proses penyidikan tentang tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga di Polres Demak ?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam  proses penyidikan tentang tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga di Polres Demak ?

C.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tentang tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tentang tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga di Polres Demak
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta usaha penegakannya dalam kajian perspektif hukum yang terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan di Polres Demak..
b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

a) Memberikan informasi serta masukan pada pihak-pihak yang terkait khususnya bagi Polres Demak, yaitu dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang terkait dengan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan di Polres Demak
b) Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan  istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan”  (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara krimonologi.

Istilah tindak pidana itu tidak disetujui oleh Moeljanto, antara lain dikatakan bahwa ” tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata ”tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata ”perbuatan” 

Suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai perbuatan pidana / tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dengan penjelasan sebagai berikut : 
 

Unsur obyektif, meliputi :

1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pidana. 

2) Akibat perbuatan/tindak pidana, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.

3) Keadaan-keadaan serta perbuatan itu, keadaan keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum, perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan suatu undang-undang.. 
      Unsur subyektif, yaitu berupa kesalahan  (schuld)  dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelangaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.
2. Kepolisian

Di Indonesia, istilah polisi digunakan dalam pengertian ”organisasi pengamanan” pada abad ke-19 dalam interregum Inggris dari tahun 1811 sampai dengan 1817. Wilayah Indonesia saat itu merupakan bagian dari wilayah yang dipimpin ”bupati” masing-masing diserahi tugas pengamanan tertib hukum dan polisi bertanggung jawab pada bupati setempat itu. 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berarti Kepolisian merupakan sebuah lembaga. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara. 
3. Penyidikan

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi :

(1) Penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.

b. Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

(2) Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik.

(3) Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.

(6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.
Berdasarkan wewenang penyidik di atas menunjukkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai.
KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan, sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyelidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.
4. Kekerasan Fisik

Kekerasan adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Republik  No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pe-rampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada dasarnya perbuatan kekerasan dimaksudkan untuk memaksakan kehendak pelaku yang bertentangan dengan keinginan orang lain, sehingga dapat dipisahkan antara perbuatan kekerasan yang sah dan tidak sah. Penilaian bahwa perbuatan tersebut tidak sah sering didasarkan pada perbandingan antara penggunaan kekerasan dengan akibat yang ditimbulkannya.  Khusus mengenai korban kejahatan atau tindak kekerasan yang khas dan ditujukan pada perempuan karena mereka perempuan, biasa disebut kekerasan berbasis gender (gender based violence) seperti kekerasan seksual maupun  perkosaan. Kasus kekerasan yang berhubungan erat dengan persoalan gender (gender-related violence) semakin terangkat kepermukaan mengingat tidak hanya terjadi di sektor publik tetapi juga di sektor domestik
 

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sering memiliki persamaan dalam hal latar belakang kehidupan pelaku dan kepribadian yang berkaitan dengan tingkah laku agresif. Banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga berasal dari keluarga yang biasa terjadi kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya, karenanya pelaku belajar dari keluarganya itu menjadi menganggap bahwa kekerasan sebagai bentuk pengkambinghitaman, atau sekedar sebagai tumpahan frustasi, merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima.
F. Metode Penelitian
1. Metode  Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji. 
 yaitu mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan di Polres Demak.
2. Spesifikasi Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini penulis  menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif. Bersifat deskriptif analitis. yaitu menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga di Polres Demak.

3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara,
 yaitu pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Demak.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi  baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. 

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) , yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No.  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari : 

a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang penyidikan terhadap kekerasan fisik pada perempuan
b) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan di Polres Demak..
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :  Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

4.  Analisis Data 

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data-data diolah. Kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi proses penyidikan dap tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan dalam rumah tangga di Polres Demak..

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori, yang terdiri dari tinjauan umum tentang  tindak pidana, kepolisian, penyidikan, kekerasan fisik, dan pandangan hukum Islam mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian mengenai  proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan di Polres Demak. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap perempuan di Polres Demak
Bab IV Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
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